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ABSTRAK :

CATATAN :

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 32 Tahun 2009; UU No.
23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023;
PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 30 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 5 Tahun 2024;
PERDA PROV JATENG No. 3 Tahun 2018.

Peraturan Gubernur ini mengatur Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang
digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah serta untuk mengatur
pemanfaatan Air Tanah guna mencegah eksploitasi air tanah yang berlebihan,
pengguna Air Tanah lebih bijak dan memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah
dilakukan secara adil, terutama dimanfaatkan pada sektor industri, pertanian, dan
rumah tangga. Nilai Perolehan Air Tanah merupakan hasil perkalian antara Harga
Air Baku dengan Bobot Air Tanah.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025.

Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah
di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk
Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
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